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BAB IV 
PENUTUP 
 
4.1  Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan mengenai “Prosedur Pendataan Objek Pajak 
Baru dengan Penelitian  Kantor dan Lapangan pada Pos Pelayanan Pajak 
Bumi dan Bangunan  Kantor Cabang DPKAD Kota Semarang” dapat 
diambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pendataan objek pajak bumi dan bangunan dengan penelitian kantor 
menguraikan tentang kegiatan pemutakhiran data melalui pendaftaran 
objek dan subjek pajak bumi dan bangunan oleh subjek pajak dengan 
cara mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani 
oleh subjek pajak dan disampaikan ke DPKAD selambat-lambatnya 30 
(tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak 
atau kuasanya. 
2. Pelaksanaan pendataan objek pajak bumi dan bangunan melibatkan tiga 
unsur, yaitu subjek pajak, petugas pada tempat pengambilan dan 
pengembalian SPOP. 
3. Dokumen/ formulir yang digunakan dalam pendataan objek pajak bumi 
dan bangunan dengan penelitian kantor dan lapangan yaitu Surat 
Permohonan Pendaftaran Objek Baru, Surat Pemberitahuan Objek Pajak 
(SPOP) / Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), 
Dokumen Pendukung ( fc.identitas, fc bukti kepemilikan tanah, fc IMB 
dokumen pendukung lain yang berkaitan langsung dengan objek pajak), 
Bukti penerimaan surat, Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). 
4. pendataan secara aktif (pendataan objek pajak baru dengan penelitian 
lapangan)menguraikan tentang kegiatan pendataan yang dilakukan oleh 
DPKAD dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek dan 
subjek pajak yang ada dengan keadaan sebenarnya dilapangan. 
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5. Dokumen yang dihasilkan dalam pendataan objek pajak bumi dan 
bangunan yaitu Bukti Penerimaan Surat (BPS), Lembar Pengawasan 
Arus  Dokumen (LPAD), Berita Acara Penelitian lapangan, Uraian 
Penelitian, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). 
6. Kendala dalam pelaksanaan pendataan objek pajak bumi  dan bangunan 
dengan penelitian kantor dan lapangan kurangnya kesadaran wajib pajak 
akan kewajiban perpajakannya dan kurang pengetahuan tentang pajak 
bumi dan bangunan itu sendiri dan  Jarang wajib pajak ketika ada 
perubahan atas objek pajak yang dimiliki melaporkannya sendiri ke Pos 
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. 
4.2 Saran 
1. Petugas fiskus hendaknya lebih sering melakukan sosialisasi mengenai 
kewajiban wajib pajak untuk mendaftarkan objek pajak yang dimiliki 
atau dikuasainya. 
2. Bagi wajib pajak hendaknya melaporkan setiap ada perubahan objek 
yang dimiliki sehingga petugas pihak fiskus tidak mengalami kesulitan 
untuk melakukan pendataan dan penetapan jumlah pajak nantinya. 
3. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
tersebut pihak fiskus perlu memberikan suatu pelayanan yang baik 
kepada wajib pajak. 
